Volume 3 Nomor 2 Tahun 2025
i l ]DI IIS I II{A E-ISSN : 2988-7658
DOI : 10.59966/yudhistira.v3i2.1879
— Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan

Tinjauan Konsep Maslahah dan Mafsadah Pernikahan Disabilitas
Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Achmad Bin Aly Yahya
Universitas Islam Negeri Siber (Uin) Syekh Nurjati Cirebon
maddkinn@gmail.com

Diserahkan tanggal 18 Mei 2025 | Diterima tanggal 19 Mei 2025 | Diterbitkan tanggal 15 Juni 2025

Abstract:

Marriage is one of the religious orders and also the only way to channel the desires of a person's biological needs that are
permitted by religion. Seen from this point of view, then when someone gets married at that time he does not only have the desire
to fulfill his biological needs which by nature must be channeled. People with disabilities, both in institutions and outside
institutions, have basic rights that must be fulfilled and protected. These basic rights include criminal and citizen rights. Citizen
rights include the ability to mafke employment contracts and get marvied. The possibility of the desire of people with mental
disabilities to get married remains. This study aims to analyze the legal status of marriage of people with disabilities from the
perspective of Lslamic family law and evaluate its validity based on the pillars and conditions of marriage. In addition, this study
also aims to examine the marriage through the approach of the concept of maslababh and mafsadab to see its positive and negative
impacts on the household life of people with disabilities. This type of research is qualitative research with a normative approach
(normative juridical), namely examining primary and secondary legal materials related to Islamic family law and marriage of
people with disabilities. The marriage process carried out by people with disabilities is valid as long as it fulfills the pillars of
marriage while still having to adjust to the type of disability inberent in both bride and groom. So that a solution can be found
for the process or implementation of the jjab qobul which is the core of the marriage process, either by words, writing or gestures.

In marriage of people with disabilities, there are various considerations between the decision to marry or not. Marriage of
disabilities is a consideration based on whether there is maslahah or not. In this case, the clear maslahal is to protect a person
with disabilities from committing adultery, while on the other hand, there are still doubts about their ability to live a household
life.
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Abstrak :

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama dan juga satu-satunya jalan untuk menyalurkan hasrat

kebutuhan biologis seseorang yang perbolehkan oleh agama. Di lihat dari sudut pandang ini, maka pada saat

seseorang melakukan pernikahan pada saat itu juga dia bukan saja hanya memiliki keinginan memenuhi

kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. Para penyandang disabilitas, baik yang

ada di kelembagaan maupun di luar kelembagaan, mereka memiliki hak-hak mendasar yang harus di penuhi

dan dilindungi. Hak-hak dasar tersebut adalah meliputi hak kriminal dan warga negara. Pada hak sebagai

warga negara meliputi kemampuan untuk membuat kontrak kerja dan menikah. Kemungkinan keinginan

para penyandang cacat mental untuk menikah tetap ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

kedudukan hukum pernikahan penyandang disabilitas dalam perspektif hukum keluarga Islam serta

mengevaluasi keabsahannya berdasarkan rukun dan syarat pernikahan. Selain itu, penelitian ini juga

bertujuan mengkaji pernikahan tersebut melalui pendekatan konsep maslahah dan mafsadah untuk melihat
dampak positif maupun negatifnya terhadap kehidupan rumah tangga penyandang disabilitas. Jenis

penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif (yuridis normatif), yaitu mengkaji

bahan-bahan hukum primer dan sekunder terkait dengan hukum keluarga Islam dan pernikahan penyandang

disabilitas. Proses pernikahan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas adalah sah selama memenuhi

rukun-rukun pernikahan dengan tetap harus menyesuaikan dengan jenis disabilitas yang melekat pada kedua

mempelai. Sehingga bisa dicarikan solusi untuk proses atau pelaksanaan ijab qobul yang menjadi inti dari

proses pernikahan, baik dengan perkataan, tulisan maupun isyarat. Dalam pernikahan penyandang

disabilitas, terdapat berbagai pertimbangan antara keputusan untuk menikahkan atau tidak. Pernikahan

disabilitas menjadi pertimbangan yang didasarkan pada adanya maslahah atau tidak. Dalam kasus ini,

maslahah yang jelas adalah menjaga seorang penyandang disabilitas dari perbuatan zina, sementara di sisi

lain, masih ada keraguan mengenai kemampuan mereka untuk menjalani kehidupan rumah tangga.
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PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan bentuk ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk
membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (samawa) berdasarkan
ketentuan agama. Dalam Islam, pernikahan memiliki kedudukan urgent sebagai salah satu dari
sunnah Rasulullah SAW yang bertujuan untuk menjaga keturunan dan membangun masyarakat
yang lebih baik. Namun, dalam realitas sosial, penyandang disabilitas mental sering kali menghadapi
berbagai hambatan struktural maupun kultural untuk menikah. Masalah utama yang timbul adalah
keraguan terhadap kemampuan mereka dalam membangun rumah tangga yang stabil, disertai
asumsi negatif dari masyarakat yang cenderung menstigma mereka sebagai tidak layak untuk
menjalani kehidupan pernikahan. Salah satu kasus yang mencuat adalah pernikahan penyandang
disabilitas mental di Madiun tahun 2019 yang menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.
Fenomena ini menggugah pertanyaan tentang bagaimana kedudukan hukum pernikahan
penyandang disabilitas mental dalam perspektif hukum keluarga Islam serta bagaimana tinjauan
maslahat dan mafsadah dalam praktiknya.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas isu ini, seperti studi Yayuk Afiyanah (2020)
yang menyatakan bahwa secara hukum, tidak terdapat larangan tegas terhadap pernikahan
penyandang disabilitas mental dalam Undang-Undang Perkawinan, meskipun ada potensi untuk
dilakukan pencegahan jika dipandang menimbulkan kesengsaraan. Muhammad Zuhudi (2019) juga
menunjukkan bahwa baik dalam UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak
terdapat larangan eksplisit terhadap pernikahan penyandang cacat mental, selama dilakukan dengan
izin wali. Dwi Hidayatul Firdaus dkk. (2022) menegaskan pentingnya pencegahan dalam kasus
pernikahan yang mengandung potensi madharat (dharar). Namun, penelitian-penelitian tersebut
belum banyak mengeksplorasi pernikahan disabilitas dalam kerangka maslahat dan mafsadah secara
komprehensif sebagai pendekatan khas dalam hukum Islam, terutama dengan mengaitkannya pada
maqasid al-syari‘ah.

Penelitian ini berpijak pada argumentasi bahwa hak untuk menikah adalah bagian dari hak
asasi manusia yang juga diakui dalam Islam, termasuk bagi penyandang disabilitas mental. Namun,
pelaksanaannya harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariat, seperti kemampuan untuk
menjalankan akad secara sah, menjaga hak-hak pasangan, serta mewujudkan kemaslahatan dan
mencegah kemafsadatan. Oleh karena itu, tesis yang diajukan adalah bahwa pernikahan penyandang
disabilitas mental dapat dibenarkan secara syariat dengan syarat adanya perlindungan hukum,
keterlibatan wali, dan pertimbangan matang terhadap maslahat dan mafsadah yang ditimbulkan.
Pendekatan ini membuka ruang bagi perlakuan yang lebih adil terhadap disabilitas tanpa
mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam hukum Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan kedudukan hukum pernikahan
penyandang disabilitas dalam hukum keluarga Islam dan menganalisisnya berdasarkan konsep
maslahat dan mafsadah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif dengan pendekatan
hukum Islam (figh) dan maqasid al-syari‘ah, disertai studi kasus dan telaah literatur terhadap
ketentuan perundang-undangan, KHI, serta tafsir ayat-ayat Al-Qur’an yang relevan, khususnya QS.
Ar-Ram ayat 21. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam
pengembangan hukum keluarga Islam dan praktis bagi para pemangku kebijakan untuk lebih
responsif terhadap hak-hak penyandang disabilitas dalam pernikahan.
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METODOLOGI PENELITTAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif (yuridis
normatif), yaitu mengkaji bahan- bahan hukum primer dan sekunder terkait dengan hukum
keluarga Islam dan pernikahan penyandang disabilitas. Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah studi kepustakaan (library research), dengan sumber data berupa literatur-literatur klasik
maupun kontemporer dalam hukum Islam, kitab-kitab fikih, jurnal ilmiah, serta peraturan
perundang- undangan yang relevan. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode
deskriptif-analitis.

PEMBAHASAN
Dalil Pernikahan Disabilitas

Dalam agama Islam yang dikenal sebagai agama rahmatan lil ‘alamin, terdapat empat pilar utama
yang menjadi fondasi ajarannya. Pertama, mengenal dan mengesakan Allah SW'T' (a’rifatullah dan
tauhid) merupakan inti dari keyakinan seorang Muslim. Kedua, pelaksanaan ibadah sebagai bentuk
penghambaan dan rasa syukur kepada Allah SWT. Ketiga, mendorong perilaku bertakwa melalui
anjuran berbuat baik dan mencegah kemungkaran, serta menghiasi diri dengan akhlak mulia dalam
interaksi sosial (fasawwnf). Keempat, Islam juga menetapkan aturan-aturan dalam kehidupan
bermasyarakat (muamalah) yang menekankan pentingnya menjaga hubungan antarsesama manusia
(hablum minan naas).

Keempat pilar diatas menurut Syaikh Ali Ahmad Al- Jurjawi adalah sebagai tujuan, maksud dan
hikmah ditetapkannya hukum Islam (bzkmatut tassyri). Aspek kursial dalam kehidupan yang menjadi
perhatian dan fokus Islam ialah pemenuhan dan penjagaan serta apresiasi hak-hak ashliyyah
manusia, terutama bagi orang yang mengalamai cacat disabilitas. Dalam kaca mata Islam,
penyandang disabilitas identik dengan istilah zawi/ ahat, zawil ibtiyaj al-khasah atau zawil a’zar, adalah
pribadi-pribadi yang memiliki keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur (Husna,
Tanpa tahun). Pemenuhan hak penyandang disabilitas, terlebih dalam menjalankan praktik
beragama, maka menjadi kewajiban bagi seorang muslim. Sebagaimana firman Allah SWT dalam
Q.S al Hujarat ayat 13: _ i ~

Zh gile Al &) 2T A sl a1 515830 QB3 Lnls lilaa 5 (35 5 (o Gl 1) ol
O
Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki
dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar
kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang
yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”
Nabi Muhammad bersabda dalam hadist: o ) ) o L
BRI 15 28l ) Bl (15 af5al 5 18 )50 ) Sl ¥ Al &)
Artinya: “sesungguhnya Allah tdk melihat bentuk dan harta kalian, tetapi Allah melihat padahati
dan amalan kalian”. (HR. Muslim).
Hukum Pernikahan Disabilitas
Dalam proses akad nikah terdapat proses ijab gabul yang dalam kebiasaanya menggunakan
lisan yang dilafaldkan oleh pihak pria dan wali dari perempuan. Secara adat dilaksanakan dengan
praktik saling menjabat tangan oleh keduanya sampai akad selesai dilakukan. Akan tetap bagi para
penyandang disabilitas, praktik yang sederehana ini merupakan hal yang sulit (disabilitas daksa dan
rungu). Untuk itu, perlu perspektif figh untuk mengurai dan memecahkan permaslaahan ini. Dalam
kajian figh munakahat, proses perkawinan memiliki status sah apabila telah memenuhi lima rukun
pernikahan pada waktu pelaksanaan akad nikah, yaitu: adanya suami (Zaujun), adanya istri (Zaujatun),
adanya wali, adanya dua saksi, dan adanya sighat (ijab qabul).
Sayyid Ahmad bin Umar As Syatiri dalam kitab al Yaqutun Nafis menyatakan bahwa tatkala
penyandang disabilitas melangsungkan akad nikah, maka yang diutamakan dan ditekankan adalah
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pada bahasanya yang berkaitan dengan ijab gabul yang pasti berbeda dalam hal kesempurnaan
dengan apa yang dipraktikkan oleh orang normal.

Namun, kajian fikih dapat memberikan jalan keluar sebagaimana pendapat tokoh ulama
madzhab Syafi“i, Imam Ibnu Hajar al-Haitami maupun Imam Ramli, yang menyatakan bahwa
dengan segala keterbatasannya, seorang penyandang disabilitras dalam ijab gabulnya tetap dihukumi
sah dan cukup dengan penggunaan bahasa isyarat yang mudah dipahami. Diperbolehkan cukup
dengan menggunakan tulisan apabila isyaratnya sulit untuk dipahami dan tidak mungkin diwakilkan.
(Yusuf, 2022)

Ibnu Hajar al Haitami dalam kitab Twfatul Mubtaj, menerangkan tentang rukun nikah,
bahwa:

g saaall il e Cadla S sl 1K (il gaihy Saitn ¥ il il (e oAY) H1K s

Artinya: “Dihukumi sah nikahnya seorang penyandang disabilitas rungu dengan bentuk
isyarat (ketika terjadi ijab gabul) yang tidak hanya orang pandai saja yang memahami isyaratnya
(artinya semua orang yang ada di tempat itu memahami isyarat ijab qabulnya) demikian juga
pernikahan penyandang disabilitas rungu dihukumi sah (yang ketika terjadi ijab gabul) dia dan
pendapat ini tidak ada yang berbeda pendapat sesuai dengan kitab Majmu’-nya Imam Nawawi.”
(Ibnu hajaral-Haitsami, Tanpa tahun)

Dari penjelasan di atas, dapat dimengerti bahwa proses pernikahan yang dilakukan oleh
penyandang disabilitas ialah sah selama memenuhi semua rukun-rukun pernikahan dengan tetap
harus menyesuaikan dengan jenis disabilitas yang melekat pada kedua mempelai. Sehingga bisa
dicarikan solusi untuk proses atau pelaksanaan ijab qobul yang menjadi inti dari proses pernikahan,
baik dengan perkataan, tulisan dan isyarat.

Konsep Maslahah & Mafsadah
1. Maslahah

Secara bahasa al-Maslahah memiliki makna al-manfa’ah yakni bentuk sighot masdar mim
yang mempunyai makna as- Sholah (kebaikan). Maka, setiap sesuatu yang didalamnya mengandung
adanya kemanfaatan baik itu jalbul man’faat aw tahsilu al- fawaidz wa ladzaaidz aw dath’u al-
madharat maka itu dinamakan al-Maslahah. (Al buthi, Tanpa tahun)

Namun, para ulama as-Syari’ah al-Islamiyah sebagaimana yang diungkapan oleh as-Syahid
Ramadhan al-Buthy (w. 2013 M), memberikan ta’rif (devinisi) al-Maslahah dengan :
el sl 5 aglosi 5 agd sic 5 agu s s agins hada (e o3l aSall ¢ LA Laaiad ) drdial)

Artinya : “kemanfaatan yang sengaja dibuat oleh Allah Swt demi untuk kepentingan
hambanya (manusia) seperti hifdzu al-Addin (memelihara agama), al- Nafs (jiwa), al-Aql (akal), an-
Nasl (keturunan) dan al-Mal (harta) kekayaan manusia itu sendiri”.

Oleh karna itu kemanfaatan yang hendak dicapai dalam maslahah ialah kemanfaatan yang
memiliki unsur menyenangkan, atau segala sesuatu yang menjadi wasilah untuk mendapatkan
kesenangan tersebut. Dengan demikian al-Raazi berpendapat bahwa kesenangan itu bersifat tahshil
(jalbu al-ladzat) dan ibga (daf’i al-madhorot). (Al buthi, Tanpa tahun)

Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthi berpendapat bahwa maslahah merupakan hal yang
bermanfaat yang diharapkan oleh syara' untuk kepentingan hambanya dalam mengamankan agama,
jiwa, akal, keturunan dan harta, dan sesuai urutan tingkatan- timgkatan tersebut.

Dalam prinsip hukum Islam, maslahah atau kemaslahatan dibagi menjadi tiga tingkatan
utama. Pertama, maslabah darnriyab yaitu kemaslahatan yang bersifat sangat mendasar dan vital. Jika
tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan kekacauan dan kerusakan dalam kehidupan manusia.
Jenis ini mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, keturunan, dan dalam
pandangan pakar fikih kontemporer, termasuk juga kehormatan. Kedua, maslahah hajiyah yaitu
kemaslahatan yang bertujuan mempermudah kehidupan dan menghindarkan manusia dari
kesulitan, seperti praktik jual beli dan pinjam-meminjam, serta aturan-aturan yang mendukung
keteraturan sosial, termasuk pembatasan usia pernikahan agar calon pengantin memiliki kesiapan
mental dan tanggung jawab. Ketiga, maslabah tahsiniyah yaitu kemaslahatan yang bersifat
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penyempurna dan meningkatkan kualitas hidup, seperti anjuran menutup aurat, adab makan dan
minum, serta etika sosial lainnya yang menjadikan kehidupan manusia lebih bermartabat dan
teratur.Dari ketiga maslahah tersebut ketika terjadi pertentangan atau berhadap-hadapan maka
maslahah daruriyahlah yang harus didahulukan kemudian hajiyah dan kemudian tahsiniyah, seperti
contoh diperbolehkannya sesorang minum minuman yang memabukan.

Pengertian ini sejalan dengan definisi yang disampaikan oleh Hujjatul Islam Imam al-
Ghazali dengan penekanan pada urutan yang dimaksudkan dari Maqosid assyariah tersebut. Dari
definisi di atas dapat disimpulkan adanya persamaan persepsi antara keduanya, yaitu: pertama,
bahwa yang dimaksud dengan al-Mashlahah secara terminologi harus berada dalam ruang lingkup
tujuan syara’; tidak boleh didasarkan atas keinginan akal semata tetlebih atas keinginan hawa nafsu.
Dengan kata lain mereka menitikberatkan al- Mashlahah dengan tujuan syara’.

Kedua, bahwa al-Mashlahah haruslah mengandung dua unsur penting, yaitu meraih
manfaat dan menghindarkan dari madharrah (Mafsadah).

Maslahat, menurut al-Buthi bukanlah dalil mandiri (mustagqillah) :
Ll 15 2, ol 5 SIS Lo L ) 13 ) (o S, e Sl il Ll s Aiaadl ¢ s L] 3 U8 s
Oa gl ) S ina o Lail) 5 aly g ey geaty 38 LeS Lada 5 Ll 45 ) S ) el ey ia (il
Lo il Ll | e sd g Ll alSa U140 30 £ sanae
“Sebagaimana al-Qur'an, as-Sunnah, al-Ijma' dan al-Qiyas. Maslahat adalah makna universal yang
diperoleh dari penelitian terhadap hukum-hukum partikular yang digali dari dalil-dalil syari“ah
secara spesifik, artinya ketika kita melakukan penelitian terhadap hukum-hukum partikular maka
kita menemukan bahwa di antara hukum-hukum tersebut terdapat satu titik temu yaitu tujuan untuk
mewujudkan kemaslahatan manusia. Dengan demikian, tujuan mewujudkan kemaslahatan adalah
makna universal sementara hukum-hukum partikular tersebut adalah juz’iyyah-juz’iyyahnya. Makna
universal tersebut tentu saja tidak wujud tanpa juz’iyyah-juz’iyyah itu. Karena itu, maslahat yang
dapat dinilai sebagai maslahat hakiki haruslah maslahat yang ditopang dengan dalil-dalil syar'i atau
minimal tidak berlawanan dengan dalil syar'i.”” (Al Buthi & Ramadhan, 2005)

Bagi al-Buthi, akal secara independen tidak mungkin bisa menangkap maslahat dalam
masalah partikular. Hal ini, menurutnya karena beberapa hal, Apabila akal mampu menangkap
maslahat secara parsial dalam tiap-tiap ketentuan hukum, maka akal adalah hakim sebelum
datangnya Syara'. Hal ini tidak mungkin menurut mayoritas Ulama'. (Al Buthi & Ramadhan, 2005)

Secara sistematis al-Buthi mengajukan kesimpulan bahwa sebuah maslahat bisa dinilai
sebagai maslahat hakiki adalah jika memenubhi lima dlawabith :

axe il Jajlial) s S L e ae G Iadbiall 5 g L3l aalia b Leal il 5 O et

Lee o T dalina Lk 5 pie ual &l il Gubll Lgim o s gl Ll 45 ] L o

“Pertama, Maslahah masih dengan ruang lingkup dengan tujuan Syari. Kedua, tidak bertentangan

dengan al-Qur’an. Ketiga, tidak bertentangan dengan Sunnah. Keempat tidak bertentangan dengan

Qiyas. Kelima tidak bertetangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi”. (Al Buthi & Ramadhan,
2005)

Maslahah dalam ruang lingkup tujuan syari’at merupakan salah satu landasan utama dalam
menetapkan hukum Islam. Sa’id Ramadhan al-Buthi menyatakan bahwa untuk menilai tingkat
maslahah, perlu diperhatikan tiga aspek penting, yakni dari sisi substansi maslahat itu sendiri dan
urutan prioritasnya, cakupannya, serta hasil atau faedah yang ditimbulkan. Ketiga aspek ini terwujud
dalam lima tujuan utama syariat (maqashid al-syari‘ah), yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta. Prioritas maslahat ditentukan berdasarkan hierarki ini, di mana pemeliharaan
agama lebih diutamakan daripada jiwa, dan seterusnya. Selain itu, urutan daruriyyat, hajiyyat, dan
tahsiniyyat juga menjadi penentu skala urgensi dalam menilai maslahat.

Kriteria maslahah selanjutnya adalah tidak bertentangan dengan Al-Qur’an. Maslahah yang
bertentangan dengan nash qath’i, seperti riba yang telah dilarang tegas dalam QS. Al-Baqgarah ayat
275, disebut sebagai maslahat mawhumah, maslahat yang hanya bersifat dugaan tanpa dasar hukum
yang kuat. Selain itu, maslahah yang dihasilkan melalui qgiyas juga tidak boleh bertentangan dengan
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makna eksplisit dari Al-Qur’an. Penentuan makna dan penguatan hukum terhadap giyas dilakukan
melalui metode ijtihad para ulama ushul figh.

Demikian pula, maslahah tidak boleh bertentangan dengan as-Sunnah. Sunnah sebagai
sumber hukum kedua dalam Islam, mencakup segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi
Muhammad SAW yang shahih. Jika sebuah maslahat bertentangan dengan makna musytarak
(multi-tafsir) dari Sunnah, maka ia tidak dapat dijadikan dasar hukum. Para sahabat telah berijma’
untuk tidak menjadikan akal murni sebagai dasar dalam menetapkan hukum jika bertentangan
dengan Sunnah Nabi.

Selanjutnya, maslahah juga tidak boleh bertentangan dengan giyas. Qiyas digunakan untuk
menetapkan hukum terhadap masalah baru dengan cara menganalogikannya pada hukum yang
telah ada karena memiliki ‘illat yang sama. Namun, tidak semua maslahat dapat dijadikan dasar
qiyas, terutama jika tidak memiliki ashl yang sah. Maslahah mursalah hanya dapat dijadikan hujjah
jika ia tidak bertentangan dengan nash dan memiliki sandaran syar’i meskipun tidak secara langsung.

Terakhir, maslahah tidak boleh bertentangan dengan maslahat yang lebih tinggi. Dalam hal
terjadi pertentangan antara dua maslahat, maka maslahat yang bersifat dharuriy lebih diutamakan
daripada hajiyy dan tahsiniyy. Jika diantara dua maslahat dalam satu tingkatan saling bertentangan,
maka didahulukan kaitan hukum yang lebih tinggi dalam satu tingkatan. Dengan demikian, dharury
yang berhubungan dengan pemeliharaan terhadap agama, lebih didahulukan dari pada dharuri yang
berhubungan dengan jiwa dan seterusnya.

Apabila dua maslahat yang saling bertentangan berhubungan dengan satu hal yang sama-
sama kulli, seperti agama atau jiwa atau akal, maka seorang mujtahid hendaknya berpindah kepada
segi yang kedua, yaitu melihat kadar cakupan suatu maslahat. Maslahat yang masih diragukan atau
sulit terjadi bagaimana pun nilai dan derajat komprhensifitasnya tidak boleh mentarjikh maslahat
yang lain. Maslahat tersebut harus benar-benar dihasilkan secara qath™i atau sekurang-kurangnya
secara zanni. (Al Buthi & Ramadhan, 2005)

2. Mafsadah

Mafsadah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti rusak, rugi atau hancur.
Kata mafsadah merupakan bentuk masdar dari kata kerja fasada yafsudu menjadi fusdan
mafsadatan. Dari sudut pandang ilmu sharaf (morfologi), kata mafsadah satu pola dengan kata
madlarat. Kedua kata ini telah di Indonesiakan menjadi mafsadat dan madarat. Secara terminologi,
mafsadah adalah “sesuatu yang buruk atau tidak baik, merugikan atau tidak menguntungkan, dan
sesuai petunjuk Allah harus dihilangkan ataupun ditinggalkan.” (Djazuli, 2005)

Dalam penentuan mafsadah atau kemudaratan, terdapat sejumlah ketentuan penting yang
menjadi pedoman dalam hukum Islam. Pertama, kemudaratan harus dihilangkan atau ditinggalkan,
karena syariat Islam diturunkan untuk menjaga kemaslahatan umat dan menghindari segala bentuk
kerusakan. Kedua, mafsadah tidak boleh dihilangkan dengan cara yang justru menimbulkan
mafsadah yang setara atau sejenis. Prinsip ini menekankan bahwa solusi terhadap bahaya tidak
boleh menciptakan bahaya baru yang sama besar.

Ketiga, mafsadah dapat ditolak sesuai dengan tingkat kebutuhan, artinya penghindaran
terhadap kemudaratan harus disesuaikan dengan kondisi dan urgensinya. Keempat, apabila terjadi
pertentangan antara dua mafsadah, maka yang dihindari adalah mafsadah yang lebih besar,
sekalipun harus mengorbankan mafsadah yang lebih kecil. Kelima, menolak mafsadah lebih
diutamakan daripada meraih kemaslahatan, karena mencegah bahaya dianggap lebih mendesak
daripada meraih manfaat.

Dengan demikian, semua perintah agama bertujuan untuk menghadirkan kemaslahatan
bagi manusia di dunia dan akhirat, sementara larangan agama ditetapkan semata-mata untuk
mencegah kerusakan dan bahaya. Namun, upaya menghindari mafsadah harus dilakukan secara
hati-hati agar tidak justru melahirkan kemudaratan baru. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar penting
dalam penetapan hukum dan kebijakan yang berorientasi pada petlindungan dan keberlangsungan
hidup manusia.Mafsadah juga memiliki tingkatan- tingkatan sebagaimana yang terdapat dalam
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tingkatan maslahah. Mafsadah yang dapat membahayakan harta benda berbeda dengan mafsadah
yang dapat membunuh jiwa dan juga tidak sama dengan mafsadah yang dapat membahyakan akidah
dan agama. Volume, intensitas, dan bahaya yang ditimbulkan mafsadah tersebut memiliki tingkatan
yang berbeda.

Tidak setiap orang dengan mudah dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap
terjadinya mafsadah. Sebab, dalam melakukannya seseorang terkadang akan dihadapkan pada
mafsadah yang lainya. Dalam kondisi seperti ini, maka yang harus dikorbankan adalah mafsadah
yang paling ringan. Dengan artian, mafsadah yang lebih ringan dengan terpaksa harus dilakukan
untuk menjauhi atau menolak terjadinya mafsadah yang lebih besar.

Dalam kehidupan sehari-hari terutama konsumsi antara maslahah dan mafsadah. Keduanya
sering terjadi secara berlawanan, dimana yang menyangkut maslahah harus dilakukan, sedangkan
yang mafsadah harus ditinggalkan. Akan tetapi jika suatu ketika seseorang dihadapkan antara dua
pilihan, antara menghindari adanya bahaya (mafsadah) dan menggapai kebaikan (maslahah), maka
yang harus didahulukan adalah menghindari mafsadah daripada melakukan hal yang mendatangkan
maslahah. Salah satu contoh adalah pemerintah harus menindak tegas para pelaku yang menimbun
barang-barang kebutuhan pokok pada saat barang-barang tersebut mengalami kelangkaan di
pasaran. Sebab meski tindakan tersebut dapat menguntungkan penimbun namun bahaya yang
ditimbulkan terhadap masyarakat jauh lebih luas.

Dalam konteks hukum Islam, mafsadah atau kemudaratan menjadi pertimbangan penting
dalam penetapan suatu hukum. Terdapat sejumlah kaidah ushuliyah yang menjelaskan bagaimana
kondisi suatu mafsadah dapat mempengaruhi penerapan hukum syariat. Salah satu kaidah pokok
menyebutkan bahwa "al-dharurat tubih al-mahzurat", yang berarti kemudaratan dapat
membolehkan sesuatu yang haram. Namun, pembolehan ini tidak berlaku secara mutlak, melainkan
dibatasi sesuai kadar daruratnya. Misalnya, seseorang yang kelaparan hingga nyaris meninggal
diperbolehkan memakan bangkai, namun hanya sekadar menyambung hidup, tidak berlebihan.

Selain itu, terdapat prinsip bahwa segala sesuatu yang diperbolehkan karena uzur akan
kembali kepada hukum asal jika uzur tersebut hilang. Contohnya adalah kebolehan bertayamum
bagi orang sakit, yang gugur saat ia sembuh atau menemukan air. Kaidah ini juga menegaskan
bahwa kemudahan (rukhsah) dalam hukum tidak dapat dibatalkan hanya karena munculnya
kesulitan lain.

Salah satu kaidah yang paling menonjol dalam pengelolaan mafsadah adalah bahwa
menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemaslahatan. Ketika terjadi
pertentangan antara maslahah dan mafsadah, maka mafsadah yang harus didahulukan untuk
ditolak. Misalnya, meskipun khamar memiliki manfaat, kerusakannya terhadap akal dan moral lebih
besar, sehingga larangannya tetap berlaku.

Lebih lanjut, kaidah juga menyatakan bahwa kerusakan tidak boleh dihilangkan dengan
menciptakan kerusakan baru. Sebagai ilustrasi, jika seorang kreditor mencuri harta debitor yang
tidak membayar utang, maka hal ini tetap tidak diperbolehkan karena menimbulkan kerusakan yang
lain. Dalam kondisi dua mafsadah yang bertentangan, maka yang harus dilakukan adalah memilih
madharat yang lebih ringan. Contohnya adalah membedah perut seorang wanita yang telah
meninggal untuk menyelamatkan janin yang masih hidup di dalam kandungannya.

Kaidah terakhir menegaskan bahwa kebutuhan umum maupun khusus dapat menempati
posisi kemadharatan, sehingga keduanya dapat menjadi dasar pembolehan keringanan hukum.
Dengan kata lain, hajat (kebutuhan) bisa diperlakukan sama dengan dharar (kemudaratan) dalam
konteks rukhsah, karena kebutuhan yang mendesak juga dapat membahayakan apabila tidak
dipenuhi (Usman, 2002).

Maslahah Dan Mafsadah Pernikahan Disabilitas

Dalam literatur figh, perkawinan dikenal dengan dua istilah, yaitu nikah dan zawaj. Kedua
istilah ini umum digunakan dalam figh dan banyak terdapat dalam Al-Qut'an serta hadis Nabi.
Secara harfiah, nikah berarti bergabung, hubungan seksual, dan juga akad. Sementara itu, dalam
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pengertian terminologis, perkawinan diartikan sebagai akad atau perjanjian yang mengizinkan
hubungan seksual. (Syarifuddin, 2013)

Dalam KHI tujuan perkawinan di sebutkan dalam pasal 3 yaitu yang berbunyi, Perkawinan
bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,mawaddah, dan rahmah.
Pembahasan difokuskan pada mengaitkan data dan hasil analisisnya dengan permasalahan atau
tujuan penelitian dan konteks teoretis yang lebih luas. Dapat juga pembahasan merupakan jawaban
pertanyaan mengapa ditemukan fakta seperti pada data. Dengan kata lain Pembahasan ditulis
melekat dengan data yang dibahas. Pembahasan diusahakan tidak terpisah dengan data yang
dibahas.

Dalam sebuah keluarga, tentu perlu adanya suatu hubungan yang baik dan memberikan rasa
nyaman kepada seluruh keluarga. Relasi yang ideal antara suami dan istri dalam kehidupan rumah
tangga pada dasarnya berdasarkan kepada seluruh prinsip yakni “mu’asarah bil ma’ruf”’1031 prinsip
tersebut telah dltegaskan dalam Firman Allah Q.S An-nisa’: 19 :

muqu.uhu\ Y\u.% ’""\uum\jmaﬂm‘gmy‘guﬁgw\ \y}u\eﬁduyu.m\u;i\\.@_ub
1S 1A 408 A1) (et § I 150585 O (led (b 5tk S (8 S daally 5 5 5ale 5 A

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan
jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian
dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang
nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka,
(maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan
padanya kebaikan yang banyak.”

Ayat ini memberikan pengertian bahwa Allah menghendaki dalam sebuah perkawinan
harus dibangun relasi suami istri dalam pola interaksi yang positif, harmonis, dengan suasana hati
yang damai, yang ditandai pula oleh keseimbangan hak dan kewajiban keduanya. (Mufidah, 2014)

Relasi ini harus dibangun dengan menjalankan masing- masing peran sebagai sepasang
suami dan istri atau ayah dan ibu dengan menjalin kerjasama yang seimbang. Selain itu untuk
menjalankan peranan yang seimbang ini diperlukan beberapa aspek pendukung yaitu terpenuhinya
hak-hak dan kewajiban suami dan istri, termasuk nafkah, saling memahami kekeluargaan,
kemapanan intelektual dan juga kestabilan emosi kejiwaan. (Prihati, 2010)

Dalam wacana fikih tidak ada istilah kata dalan mengartikan difabel mental, namun penulis
hanya menemukan kata safih dan uthi. Seperti dalam Kamus Al-munawir kata safih berasal dari
kata 48w 44w i mengangeap bodoh/memperbodoh sedangkan arti datri orang bodoh tersebut
diambil dari kat 484 (orang bodoh/tolol). (Kamus Almunawwir) Serta terdapat pula dalam literatur
fikih kata uthi’ yang artinya idiot yang terbelakang. Retridasi mental juga disebut oligofrenia (oligo=
kurang atau sedikit dan fren= jiwa atau tuna mental). (Maramis dkk, 2009)

Melihat pengertian diatas, kata safih (bodoh) dan uthi’ (idiot) masih butuh rincian dan
kriteriakriteria yang lebih mendalam, penamaan bodoh, tolol, dan idiot adalah berdasarkan
tingkatan IQ), ini terdapat dalam pembahasan retradasi mental. Retradasi mental adalah bagian dari
tuna grahita/difabel mental. Retridasi mental adalah keadaan dengan intelegensia yang kurang
(subnormal) sejak masa perkembangan mental secara keseluruhan (seperti juga dalam dimensi),
tetapi gejala utama yang menonjol ia intelegensi. Kaitannya dengan suatu ikatan perkawinan, difabel
mental bisa saja datang setelah adanya sebuah ikatan perkawinan yang sah. Pastinya memiliki
kendala-kendala tersendiri dalam memenuhi hak dan kewajiban. Salah satu tujuan perkawinan
merupakan jalan utama bagi orang yang menginginkan melangsungkan keturunan, menjaga
kehormatan, membina rumah tangga dengan penuh kasih sayang. Perkawinan jalan yang paling

utama sesuai jalan yang di ridha agama Islam. Agar terhindar dari kemaksiatan. Seperti anjuran
menikah QS. An-Nur: 32

Sl gl 5 Al 5 HIb e AT 2t 1588150580 1) BT 5 il (e (il g e a8 1 AST

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang

layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang
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perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniaNya. dan Allah
Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (Departemen Agama RI, 2014)

Imam Syafi’i mendefinisikan safih yang dikutip oleh Syeikh Abu Yahya dalam bab Al-Hijr
bahwa safth adalah orang yang lemah (baik anak-anak maupun dewasa) yang (dapat) tertipu, dan
orang yang tidak kuasa untuk fokus karena kemaghluban (kekurangan) akalnya. (Al Anshori, Tanpa
tahun)

Imam Syafi’i juga mengemukakan pendapatnya dalam kitab al-Umm sebagai berikut:

Terhalangnya orang yang baligh itu dijelaskan didalam 2 ayat al-Qur’an dimana Allah
berfirman “dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan dan hendaklah ia bertakwa
keada Allah dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya jika yang berhutang itu orang
yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan maka
hendaklah walinya mengimlakkan dengan adil”.

Dimana yang dimaksud Allah tentang kewajiban orang- orang baligh baik laki-laki maupun
perempuan untuk mengucapkan atau berikrar itu tercantum di dalam al- Qur’an. Bahwasannya
Allah memerintahkan kepada orang yang mempunyai kewajiban (akad) untuk mengikrarkannya.
Dan bahwasannya yang mengikrarkan itu boleh dari orang yang terdekatnya. Allah tidak
menetapkan siapa orangnya kecuali dia baligh. Bahwasannya ikrarnya orang yang belum baligh itu
sama saja dengan diamnya menurut ulama dan tidak ada perbedaan tentang hal ini. Maka orang
yang melaksanakan akad harus mengikrarkan...nash...terhadap orang yang safih dhoif dan tak kuasa
pengucapannya. Maka diperintahkan kepada walinya untuk mengikrarkan mengucapkan
mengakadkannya. Karena sohibul hak tidak mampu akan hal itu.

Dan telah dikatakan bahwasannya yang tidak bisa mengucapkan itu adalah orang yang
terkekang akalnya dan istilah itu adalah yang paling dekat dengan maknanya. Dan diayat yang lain
Allah berfirman...nash...Allah memerintahkan untuk menyerahkan kepada mereka harta mereka
apabila mereka sudah baligh dan cerdas. Wajib menyerahkan kepada mereka harta mereka apabila
sudah terpenuhi dua syarat tadi.

Ini menunjukkan bahwa pada mereka hanya ada satu hal dari dua tadi maka jangan serahkan

kepada mereka terlebih dahulu. Ini menjadi penghalang bagi mereka ketika sama halnya mereka
sudah cerdas tapi belum baligh. Maka jangan serahkan harta kepada mereka. Begitu juga ketika
mereka sudah baligh tapi belum cerdas. Inilah keharusan bagi kita dan mereka untuk melengkapi
dua hal tadi apabila ada yang kurang satu maka tidak diterima. Maka kita harus mengatakan
bahwasannya pada tiaptiap perkara itu disempurnakan dengan dua perkara atau lebih dan ketika
kurang maka tidak diterima. Sebagaimana diisyaratkan pada ayat “diantara para saksi yang diridhoi
oleh Allah adalah dua saksi yang adil merdeka dan muslim laki-laki, bilamana salah satu dari ketiga
syarat tidak terpenuhi maka tidak diterima persaksiannya.
Sungguh yang dapat diambil pengertian di dalam bab al- hijr jelas, wallahua’lam. Taqlid kepada
orang yang cacat mental dilihat dari sejauh mana kekuatan intelegensinya dalam membedakan hak
dan batil. Adapun esensinya ia menjadi penghalang terhadap hukum taklif adalah dirinya sendiri.
(Imam Syafi’1)

Tidak semua individu dilahirkan dalam keadaan normal. Beberapa diantaranya memiliki
keterbatasan baik secara fisik maupun psikis, yang telah dialami sejak awal masa perkembangan.
Dalam hal ini gangguan intelektual atau dapat diartikan cacat mental. Namun hal tersebut
merupakan sebuah anugrah sang pencipta alam, Allah menilai mahluknya semuanya sama rata. Tak
ada perbedaan dan tak dibedakan. Hanya ketakwaannya yang dapat membedakan manusia dalam
pandangan Allah.

Sebelum melihat kewajiban bagi penyandang difabel dikenai hukum taklifi atau tidak,
penulis harus melihat status hukum perkawinan penyandang difabel mental tersebut sah dan tidak
atau batalnya. Bahwa syarat dan rukun perkawinan baik dalam perkawinan maupun dalam undang-
undang tidak menyebutkan baik syarat atau rukun harus berakal atau sehat mentalnya.

49

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2025



E-ISSN : 2988-7658 YUDHISTIRA : Jurnal Yutisprudensi, Hukum dan Peradilan

Syekh Syamsudin Muhammad dalam Kitab Igna’ ada lima rukun perkawinan pertama, (shigot) Ijab
Qobul kedua, Calon istri menenai syarat menjadi calon istri adalah calaon yang halal dinikahi oleh
calon mempelai pria, sepi dari nikah (artinya tidak sedang menjadi istri orang lain), tidak sedang
masa idah. Baik haram sepersusuan, atau persaudaraan. (Mutahari, Tanpa tahun)

Bagi penyandang difabel mental secara hukum perkawinan tetap sah dalam segi rukun dan
tidak ada kerusakan atau harus adanya pembatalan dalam segi syarat perkawinan. Karena bagi
penyandang difabel mental baik itu calon mempelai pria atau perempuan tidak adanya kreteria harus
sehat mental.

Selanjutnya mengenai kewajiban bagi penyandang difabel mental dimana mereka harus
dibebani hukum atau tidak atas kewajiban sebagai suami atau istri. Contohnya dalam persoalan ini
seorang difabel mental tidak bisa memberi nafkah terhadap keluarganya, maka akan berakibat
terhadap hak sebagai seorang suami, bahkan menjadi salah satu perceraian.

Untuk persoalan menghukumi orang penyandang difabel mental harus melihat keadaan

atau kondisi si penyandang itu sendiri. Seberapa jauh tingkatan gangguan mental atau penyankit
mental yang diderita orang tersebut. Serta sebab-sebanya harus dicermati pula, sehingga ia masih
dalam tataran dibebani kewajiban sebagai suami atau istrinya. Untuk menghukumi status
penyandang difabel mental maka dalam hukum Islam terdapat rumusan- rumusan tersendiri.
(Mubarok, 2000)
Pertama, perbuatan orang yang tidak mukalaf tidak dikenai hukum, misalnya perbuatan anak kecil,
orang gila, orang tidak mengerti sama sekali peraturan syariat. Seorang dikenai beban hukum atas
perbuatanya tergantung perbuatanya itu telah memenuhi syarat sebagai beban hukum (Zahrah,
1994). Maka dalam hal ini penyandang difabel harus dibedakan dengan orang gila dan anak kecil,
lagi-lagi persoalan dalam seberapa jauh gangguan mental mereka untuk dibebani sebuah hukum.
Karena karakter dan sifat hukum itu sendiri. Dijelaskan bahwa hukum bersifat sistematis dan
dinamis, harus melihat keadaan. Seperti dicontohkan tidak akan terjadi potong tangan bila keadaan
masyarkat tersebut dalam keadaan paceklik atau kelaparan. (Khallaf, 2001)

Dalam membicarakan subyek hukum telah dijelaskan bahwa diantara syarat subyek hukum
adalah kecakapan untuk memikul beban hukum, yaitu kemampuan dikenai hukum dan kemampuan
berbuat hukum. Kecakapan dikenai hukum atau ahliyatul wujub berlaku bagi sesorang setiap
manusia, dimulai sejak ada dalam perut ibunya berkembang sampai dewasa serta berakhir dengan
kematian. (Syarifudin, 2009) Sedangkan, kecakapan untuk berbuat hukum atau ahliyatul al-ada’
tidak berlaku untuk semua manusia. Kecakapan ini dibatasi oleh syaratsyarat tertentu, dalam hal ini
baligh dan berakal. Bila seseorang sudah mencapai umur dewasa biasnya diiringi kemampuan akal
maka ini dinyatakan cakap untuk berbuat hukum atau mukalaf.

Dalam hukum Islam ini berkaitan dengan awarid, ini tidak memberikan pengaruh terhadap
sifat ahliyatul ada’, baik menghilangkannya maupun menguranginya. Akan tetapi bisa berpengaruh
terhadap perubahan sebagian hukum pada diri orang yang terkena awarid ketiga ini. Dengan
pertimbangan sebuah pelajaran dan kemaslahatan, seperti contoh safih, lupa, dan banyak utang.
Kedua, mengenai awaridul ahliyah, dalam pembahasan ahliyatul insan (kecakapan manusia).
Terbagi menjadi dua, pertama ahliyaul wujub dan ahliyaul ada’. Ahliyatul wujub terbagi dua,
pertama ahliyatul wujubnagishoh dan ahliyatul wujub kamilah. Yang pertama ini dimiliki semenjak
janin yang masih dalam kandungan. Kedua, setelah ia dilahirkan. Ini seperti dalam warisan. (Kholaf,
2004)

Beberapa poin yang harus dicatat dari pembahasan diatas adalah pertama, awaridl samawi
yang berkaitan dengan pembahasan adalah gila, lupa dan idiot (uthi). Idiot adalah kelainan yang
terdapat dalam akal yang menghalangi berfikir secara baik sehingga ucapannya tidak menentu
sewaktu dia seperti orang gila sewaktu seperti orang waras, begitupun tindakannya. Perbedaan
antara gila dan idiot. Gila suatu penyakit yang menutupi fungsi akal serta memisahkan antara akal
dan daya pikir, juga disertai gejolak dan goncangan. Sedangkan uthi’ merupakan suatu penyakit
pada akal yang menghalangi sesorang menggunakan daya pikirnya disertai sifat dungu. Terkadang
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ia mempunyai kemampuan membedakan baik dan benar seperti orang tamyiz maka statusnya pun
sama. Terkadang juga tidak punya daya apa-apa maka status hukumnya pun seperti belum tamyiz.
(Syarifudin, 2009)

Kemudian safih (bodoh/tolol) dan Uthi (idiot), kelemahan yang terdapat pada sesorang
yang menyebabkan ia berbuat dalam hartanya menyalahi apa yang dikehendaki akal sehat. Safih
tidak meniadakan suatu apapun dari hukum syara’. Baik hubungannya denga Allah maupun dengan
hambanya, karena ia mukalaf secara penuh. Jelas disini kebodohan berkaitan soal harta cakap
muamalah. Maka dalam hal ini ulama sepakat bahwa orang safth mewajibkan bersama wali dalam
bertindak hukum. Apabila menginjak dewasa ia dihalangi bertindak atas hartanya. (Thsan, 2015)
Syariat didasari dan berlandasakan atas hikmah dan kesejahteraan umat manusia di dunia dan
akhirat. Keseluruhan syariat bermuara pada keadilan, kasih sayang, hikmah dan kesalihan. Untuk
itu, apabila ada peraturan atas nama syariat tidak bisa mengedepankan keadilan dan kemaslahatan,
maka aturan tersebut bukanlah syariat, meskipun ada peng-klaim-an atas intepretasinya. (Audah,
2008)

Dalam kaidah figih As Suyuthi, Al Asybah Wan Nadzair, al Maktabah as Syamila, Juz 1, h.233
dinyatakan bahwa:
Aaloaddls L sia e Sl e LY G o

Artinya: Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.

Misal, maslahah menurut Al-Shatibi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menyokong
kehidupan manusia dan kelengkapan hidupnya, baik yang bersifat jasmani ataupun rohani sehingga
merasa nyaman dalam hidup.69 Menurut al-Gazali, maslahah adalah sebuah ungkapan untuk
memperoleh suatu kegunaan (jalb al-masalih) atau menolak suatu kerusakan (daf” al- mafasid). (As
Suyuthi, Tanpa tahun)

Al-Buti memahami maslahah sebagai sesuatu yang memiliki daya guna (manfaah). Setiap
hal yang berguna adalah maslahah, baik diperoleh dengan jalan mewujudkan kegunaan, seperti
menghasilkan kenikmatan, ataupun diperoleh dengan jalan memelihara dan menolak kerusakan,
seperti menghilangkan rasa sakit. (Al Buti, Tanpa tahun) Menurut Al-Gazali, maslahah itu intinya
mengambil yang baik dan membuang yang buruk. Atau dengan kata lain, maslahah adalah eksistensi
kebaikan itu sendiri. Jika ada keharusan untuk menolak kerusakan, juga hakikatnya bertujuan untuk
mewujudkan kebaikan. (Al Suyuti, Tanpa tahun)

Syekh ‘Izz al-Din bin Abdis Salam secara lebih substanstif mendifinisikan term maslahah

yang tidak dalam bentuk fungsi, melainkan diskripsi umum. Maslahah dipahami sebagai makna dan
intisari dari sebuah hukum, bukan sebuah alat untuk menggali hukum (istinbat al-ahkam).
Seperti kaidah fikih mengatakan al-dhororu yuzalu artinya kemdharatan harus dihilangkan. Artinya
jika sebuah perkawinan tetap dilangsungkan namun dampaknya akan membahayakan terhadap
keutuhan keluarga sehingga tidak bisa menjaga agama, jiwa, dan akal, dan harta. Maka perkawinan
itu lebih baik untuk diputuskan secara baik.

SIMPULAN

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya hasil penelitian ini menunjukkan
pernikahan yang melibatkan penyandang disabilitas dapat dianggap sah selama seluruh syarat dan
rukun pernikahan terpenuhi, meskipun pelaksanaannya memerlukan bantuan alat bantu atau
penyesuaian tertentu sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas. Hal ini menegaskan bahwa
Islam memberikan ruang dan fleksibilitas bagi kaum disabilitas untuk menjalankan hak-hak
pernikahan mereka selama tidak keluar dari ketentuan syariat. Namun demikian, apabila dalam
proses pernikahan tersebut ditemukan indikasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Maqashid
Syariah—seperti adanya unsur pemaksaan, ketidakmampuan dalam menanggung hak dan
kewajiban rumah tangga, atau hilangnya kemaslahatan, maka pernikahan tersebut tidak layak untuk
dilangsungkan.
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pernikahan, baik bagi individu non-
disabilitas maupun penyandang disabilitas, harus tetap berlandaskan pada terpenuhinya syarat dan
rukun nikah serta tidak bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam, yakni menjaga agama, akal,
jiwa, keturunan, dan harta. Prinsip ini menjadi penyeimbang antara penghormatan terhadap hak
individu dan perlindungan terhadap nilai-nilai kemaslahatan dalam institusi pernikahan.
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